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Menimbang

Mengingat

PERUBAHAN
NOMOR 7 TAHUN 2

b.

—

a. bahwa dalam 1 ,
ngka te : .
memenuhi ke utugai P naga dan distr

ATAS pPg

RA
OZTENTAEgﬁQNDAERAHKABUPATENBANGGAI
N USAHA PERGUDANGAN

BUPATI BANGGA|

busi barang agar dapat

maka perlu dilakukan penertiban,
Pergudangan;

konsumen
Penataan dan Pembinaan

Eae?;ﬁrglssgga& }c]ian besaran tarif atas retribysi sebagaimana diatur dalam
Retrbus €ran Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2002 Tentang
Usl 1zin Usahg Pergudangan sudah tidak sesuai lagi dengan laju
pertumpuhan ekonomi Masyarakat serta perkembangan saat ini, sehingga
perlu dilakukan penyesuaian;
bahwa berdasarkan
dan huryf b, perlu
tentang Perubah
Tahun 2002 tent

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
an Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7
ang Retribusi Surat Izin Usaha Pergudangan.

Pasal 18 ayat (6)

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah - daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi
Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2756);

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

g omor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
ggﬂ?b"ugsiugd:;gh N(Lembaran Negara Republik' Indonesig Tahun 1997

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
Nomor' ’na telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
sebagaima bahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
teqtang Peft;l ‘Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republ.lk Indonesia
?afjak %%%rg Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

ahun :

Nomor 4048 );
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Ngan un 2004 tentang  Pembentukan
tomor =, Tambahan E’;;";baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

7 Undang Undang -U ran Negara epublik Indonesia Nomor 4389);
Daerah (Lembary Ndang Nomor 3

2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Tambahan Lem ::legara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

beberapa Kali te khi 2gara Ry Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

A dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

EMerintahan DUa o UndanQ-Undang Nomor 32 Tahun 2004
e

%e1aN (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
aran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

’

arang Dy 1 Tahun 1962 tentang Perdagangan

i 1M Pengawasan (Lemp Negara Republik
Indonesia Tahun 1 9awasan (Lembaran Neg P

, 62 No :

ndonesia Nomor 473 mor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik

: ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
E:msnntah Republig Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan

mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402)
9. Peraturan Pe

merintah Nomor 6 Tahun 200
(Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik |

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2002 tentang

Retribus_i Surat Izin Usaha Pergudangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2002 Nomor 3 Seri Nomor 3)

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47).

1 tentang Retribusi Daerah

Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
ndonesia Nomor 4139 )

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan
BUPATI BANGGAI
MEMUTUSKAN :

PATEN BANGGAI

' UBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABU

renaiaphan ¢ ZE)TVIOR 7 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA
PERGUDANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

i .
1. Daerah adalag Kab#p:ézTaﬁaf&%%zla Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
Pemerintah Daera

penyelenggaraan pe.merintah.'an daerah.
Bupati adalah Bupati Banggal.
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Dewan Perwagilan R ‘

. a yat Dae

Perwakian Rajyey aerah o Vang Selanjutnya ;

pemerintahan daerap Kabupaten * dIsebut DPRD adalah Lembaga

Badan adalah sekum.pulan Bangga Sebagai unsuyr penyelenggara

Oran

gqei?:r%l;inkgsr:ha Y i da m;ta; Vel yang Merupakan kesatuan baik yang

anditer i ? ”ka“ Usaha yang meliputi perseroan terbatas,

nama dan dalam pg M lainny, Badan s =
perkumpulan, Yayasan ~Saha Milik Negara, atay daerah dengan

. ' OT9aNisas] mass 9k Koperasi, dana pensiun, persekutuan,
SEIeNs, lembaga, he tuk usahg te amasa, Organisasj sosig| politik, atau organisasi yang
Kas Baerah adalah Kag P, dan bentyk badan lainnya,

Retribusi Perizingp, Tert €N Banggai

dalam  pemberian iy, irg:agaalah "elibusi atay kegigtan tertentu Pemerintah Daerah
pembinaan, orang  pribagj

atau badan yang dimaksudkan untuk
Gudang adalah Suaty ruangan tigai

dikunjungi oleh umum melainkan ok g ang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk

barang-parang PeMiagaan gan tidak untuk'pkzkbantkhusus sebagai tempat penyimpanan

%);ar;ant glalg yang ditetapkap, Oleh Menter, Perdagarlljgl;:?n DI mamenifsyer
emiagaan g ;
pemiliknya sendi. dalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukan

perusahaan atau per
usaha pergudangan -

Tanda Daftar Gudang ng disingkat TDG adalah s

. . ya
sebagai bukti bahwa gudang tersebut telgh di daftar
sarana distribusi:

S€orangan yang

urat Tanda Daftar yang berlaku
untuk dapat melakukan kegiatan

ibusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu ;

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertent
retribusi untuk memanfaatkan jasa dan peri
bersangkutan ;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPTRD adalah Surat
Pemberitahuan Besamya Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi:

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapqt digingkat SKRD adalah Surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi : N
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat_dls.mgkat
SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas Jumlah retribusi yang
tSetljarztd&itt?t):sgr{ Retribusi Daerah Lebih Bayar. yang dapat.disingkat bSKRDLB a;qzlah
Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan. jumlah ke_zlebllhan petm ?yarantre rtl'duskl
karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tida

ssit::truTs:gyiﬁ ;rg:tr:ﬁ) l;Jsi Dagerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan

tagihan retribusi dan / atau denda ;

U yang merupakan batas waktu bagi wajib
zinan tertentu dari Pemerintah Dagrah yang

Dipindai dengan CamScanner



21.

(1)
2)

(1)

» . . 4
Penyidikan Tindak Pigans o .
dilakukan oleh Penyigi sedlbldang "etribusi dagrgp,
mencari serta mengumpul 2 ' -

lah serangkaian tindakan yang
dibidang retribusi daers

Njutnya disebut Penyidik, untuk
U membuat terang tindak pidana
Ersangkannya ;

ol bulk ; €geri Sipij, Yang selg
 yang oo | Yang €ngan buki it
g terjagi Serta menemukan t,

Ketentuan Pasal 2

a
sebagai berikut : aly

dan 3 :
¥at (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi

BAB ||
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

Setiap perusahaan atau "
Dattar Gatlang Perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki Tanda
Mekanisme dan dan tata ca

\ ra untu
ayat (1), diatur dengan Peratyr L

. peroleh izin sebagaimana dimaksud dalam
an Bupati,

Ketentuan Pasal 10 ayat (1)

» ayat (2) di i i
berbunyi Sakioemi bein: yat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga seluruhnya

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10
Struktur tarif retribusi izin usaha pergudangan digolongkan berdasarkan Juas bangunan
gudang dan klasifikasi bangunan.
Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Semi Permanen

1. Luas Gudang 100 M2 Rp. 150.000,-/ 5 tahun
2. Luas Gudang 101 M2 — 250 M2 Rp.  250.000,-/ 5 tahun
3. Luas Gudang 251 M2-500 M2 Rp. 350.000,-/ 5 tahun
4. Luas Gudang 501 M2-600 M? Rp.  500.000,- § 5 tahun
5. Luas Gudang 601 M2-750 M? Rp.  750.000,- / 5 tahun
6. Luas Gudang 751 M2-1.000 M? Rp. 1.500.000,-/ 5 tahun
7. Luas Gudang diatas 1.000 M? Rp. 5.000.000,-/ 5 tahun
b. Permanen 500.000,- /5 tahun
1. Luas Gudang 100 M? Rp. ek
9. Luas Gudang 101 M2 - 250 M? Rp. ;.gOO'OOO,:M t:hﬁi:
3. Luas Gudang 251 M*- ggg mg Sg N 2 chur
501 M2 g oeueee)
L S
751 M2-1. ' -/5tah
7 Lo ?;33223 diatas 1.000 W2 Rp. 10.000.000,-/5 tahun

Dihapus
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4. Ketentuan Pasa] 20 ayat (1) diubap

(1) Wajib retribusi yan tig

Pasal 10 sehingga erugikan aksanakan Kewajiban:
(tiga) bulan atau dends palin b’;ﬁllangan Daerah digne
(2) Tindak Pidana sebq y

i . P 50.000,00
>“Dagaimang ¢ V00 (L
(3) Denda sebagaimang dimaksulcrin ?)I;sdu Pada ayat (1)
langsung ke Kas Dagrah, a ayat (1)

¥a sebagaimana tercantum pada
“aM pidana kurungan paling fama 3
Ima Puluh Juta Rupiah).

adalah Pelanggaran

Merupakan Penerimaan daerah dan disetor

5. Diantara BAB XV dan ag

: | disisi
berbunyi sebagai beri,y disisipkan BAR XVA dan Pasal 214 sehingga keseluruhan

BAB XVA
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21A

PASAL I|

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupate :

n Banggai.

.. Ditetapkan  di Luwuk
r;'%'“;"‘pédg langgal 7 Agustus 2009
v AN

)
/

BN A\

’

Diundangkan di Luwuk -
~ Tada, al 7 Agustus
LA

N
{RIS\DAERAH KABUPATEN,
'\

—t
. m !
Al
»

Gg \/w\ ’i‘R A. MADJA .

AN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2009 NOMOR 15

Dipindai dengan CamScanner



